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ABSTRAK 

 

Lobster merupakan salah satu potensi sumber daya hayati yang terdapat di 

Indonesia.BerdasarkanPasal26 ayat (1)Undang-undangNomor45Tahun 2009 

tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 

tentang perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang 
penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di 

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki “SIUP”. Bagi 

yang tidak memiliki SIUP, maka akan dipidana dengan Pasal 92Undang-undang 

tentang perikanan, seperti kasus yang terjadi di kabupatenBanyuwangi. Pada 

perkara Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw, bahwa terdakwa terbukti 

memasarkan lobster tanpa surat izin usaha perikanan dan dijatuhkan pidana 

penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) dan denda Rp.2.000.000.00,- 

(dua juta rupiah).Rumusan masalah iniadalah: 1) Bagaimana penerapan pidana 

terhadap pelaku pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha 

perikanan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana 

terhadap pelaku tindak pemasaran lobster yang tidak memiliki surat izin usaha 

perikanan? Jenispenelitianinimenggunakanpenelitian hukum normatif. Sumber 

data yang digunakanadalahdata sekunder.Teknikpengumpulan data adalah 

melaluistudidokumen. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil 

penelitiandisimpulkan: 1)Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pemasaran 

lobster yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan, bahwa terdakwa telah 

melanggar pasal 92Undang-undang Perikanan dandijatuhkan pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) dan denda Rp.2.000.000.00,- (dua juta 

rupiah) . 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kepada 

terdakwa untuk menjatuhkan sanksi pidana yaitu dengan memperhatikan aspek 

yuridis dan aspek non yuridis. 
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